
BUPATIREJANGLEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR / TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PUNGSI 
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DJ LINGKUNGAN 

PEMERTNTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah 
yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 
pemerintahan dan pelayanan pu.blik perlu dilakukan 
penyederbanaan birokrasi; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan 
birokrasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah, 
perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; 

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 
pengaturan struktur organisasi Pemerintab Daerah 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, 
maka Peraturan Bupati Rejang Lebong yang mengatur 
tentang Kedudukan, Susunan OTganisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah 
ditetapkan, perlu diganti untuk disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Pungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 305 

( 1) Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 304 ayat (5), mempunyai tugas membantu Bidang 
melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja tidak langsung dan kas 
Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala 
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai fungsi: 
a. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan 

penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum 
Daerah; 

b. menyusun anggaran kas; 
c. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ Gaji; 
d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 

pungutan pihak ketiga; 
e. meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan 

peroberhentian pembayaran; 
f. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan 

pengeluaran Daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk 
buku kas; 

g. memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban 
pendapatan/ penerimaan kas; 

h. menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas; 
i. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait 

dalam rangka penyusunan posisi kas; 
j. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan Daerah; 
k. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang Daerah; 
I. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara perioctik; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 306 

(1) Kepala Sub Bidang Belanja La.ngsung dan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 304 ayat (5), mempunyai tugas membantu Bidang 
melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja langsung dan 
pembiayaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Sub Bidang Belanja Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD; 
b. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen 

SPM; 
c. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D; 
d. meneliti dan rnemberikan pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ non Gaji; 
e. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan 

SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; 
f. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta 

melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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